BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 22  TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN DRCANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POROK DAN FUNGSI
PERLUSAHAAN DAFERAH ANEKA USAHA KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

:a. babwa dengan adamya beberapa perubshan dalam Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Perusahaan Ducrah Ancka Ussgha, serts jens usahanys. maka
dipandang perks meninjau kembali Keputusan Bupsts Jeparn Nomor 164
Tahun 2004 Temtang Susunan (rganiasi, Tata Kerja, Tugas Pokok |
Fungsi Perusahaan Daerah Ancka Usaha Kabupaien Jepara, dan Keputusan
Bupati Jepars Nomor 172 Talun 2004 Tentang Penctapmn Unit-Unit Usaha
Perusahaan Dacrah Ancka Usaha Kabupaten Jepara untuk disesumikan.

b. balmva berdasarkan  ketentuan  schegaimsna  dimaksud huruf & periu
menetapkan  Peraturan  Bupati  Jepara  Teniang  Sususan  Organisasi.
Kedudukan, Tugss Pokok dan Fungsi Perusahaan Desrsh Ancka Usaha
Kabupaten Jepara.

-1, Undang - Undang Nomor 13 Talmm 1950 wmtang Pembentuken Dacrah

Dacrah Kabupaien Dalem lingkungan Propinsi Jawa Tengah

2. Undang - Undang Nomor § Tahum 1962 wmtang Perusshaan Daersh
{ Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahum 1967 Nomoe 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387 ) ;

3. Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2004 temang Pembencksn Peratuman
Perundang — wndingan ( Lembaran Negaes Republik Indonesia Tahun 2004
Nomeor 53, Tambahan Fembaran Negara Republik Indotiesia Nomor 4 389 );

4 Undang - Undang Nomor 312 Tahun 2004 teniang Pemeciatshan Daecah {
Lembaran Negara Republik [ndoncsia Talum 2004 Nomor 125, Tambehan
Lembaran Negare Republik Indonesia Nomor 4437), schagsimana telah
beberapa kali diubuh terakhir dengan Undang — Lindang Nomor 12 Tabun
2008 Tentang Perubahan Kedua Atxs Undang - Undang Nomor X2 Tahun
2004 Tenang Pemerintash Dacrsh { Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambehan Lembarsn Negara Republk Indoncsia
Nomor 4844 ) ;

S, Perasaran Menteri Dalam Negeri Nomor | Tabun 1984 ieniang Tata Cara
Pembinaan dan Pengaswasan Perusshasn Deersh Dilingkungsn Pemcrintsh
Dacrah:

6 Kepumsan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tshun 1999 tcniang
Kepengurusan Badan Usaha Miik Decrah;

7. Perauran Dacrah Kahupaten Jepura Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perusahssn
Dacrah Ancka Usaha Kabupaten Jepwra ( Lembaran Daerah Tahun 2004
Nomor §, Tambahan Lembaran Dacralh Nomor 5 ).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN - BUPATI TENTANG SUSUNAN  ORGANISASI.
KEDUDUKAN, TUGAS POKDK DAN FUNGSI PLERUSABAAIN
DAF. RAH ANEKA USAHA KABUPATEN JEPARA.

BAB I
KETENTUAN 1/MUM
Pasal 1

Dalam Peramran ini yang dimaksud dengan:

Decrsh adalah Daerah Kabupaten Jepara.

Pemerintah Dacrsh adslah Pemerintah Kabupaten Jepara

Bupeti adalah Bupati Jepsra

Perusahaan Dwerah Ancka Usaha Kabupaten Jepars yang sclanjumya disebut Perusda Ancka

Usaha adalah Perusshaan Dacrah Ancka Usaha Kabupaten Joepara.

Pengurus adaih Badan Pengawas dan Dircksi Perusda Ancka Usshs

Badan Pengawns adalah Badan Pengawas Perusda Ancka Usaha

Dircksi adalah Direksi Perusda Aneka Usaha

Satusn Pengawas Infern yang sclanjutpya disingkst SPL mdalsh Sstean Pengawas Insern

{ SPI ) Perusda Ancka Lisaha.

5. Bagian adalkh unsur pdak:ana Perusda Ancks Usaha yang mdaksanakan kewcnangan

i Kruangan, Akuntansi, Umum dan Kepegawaian serts Produksi dan Pemasaran.

10, Unit adalsh Unit Usahs Perusds Ancka lisaha yang melaksanakan kewenangan

dibidang Usaha.

=
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BAB A

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Hagian Pertama
Kedudolun
Pasal 2

{1} Perusda Ancka Lsaha adalah Badan Usaha milk deersh yang didirkan berdasarkan
Persturan Daerah  Nomor 5 labun 2004 Tenbmg Perosshssn Dwcrsh Ancka Usaha
Kabupalen Jepara

() Pevusda Ancka Usaha dipimpin olch Dircksi yang berads dibawah pengmwussn Badan
Peongawas.

Bagian Kedus
Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 3

Perusda Ancka Usaha miempunyai ugas menyediakan pelayanan bagi kemanfastan umum untuk
merdagathkan keuntungan, serta mendomang perkembangan sekior perekonomian Dacrah.



Pusal 4

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perusda Ancka Ussha
mempunyel Tun gxi:

s Pengembangan dan peningkatan pelayanan, perdagangan bamng dan jasa;

b Penyclarasan mutu dan produksi dengan kondisi pasar:

c. Pengembangan jenis usaha yany sesuai, guna peningkatan Perusahaan |

BAB N

ORGANISASI

Bagan Penama

Pasal 5

{1) Susunan ()rganisasi Perusda Ancka Usaha terdini dan :
2. Badan Pengmvas
b. Dircksi. terdini dari :
1) Dircktur Utama
2) Direktur Umnom
3) Direktur Produks: dan Pemasaran
c. Satuan Pengawas lnterm{ SPI)
d. Bagian — Bagmn, lerdini dari :
* Bagian Umum
* Bagian Kecuangan
* Bagian Produksi
* Bagian Pemasaran
e Unit = Unit, terdini dani ;
o Uit Perdagangsn Urmem
® Unit Perkreditan
o Unit Agribanis
* Unit Jasa
® Unit Energi dan Sumber Daya Mincral (ESDI V)
(2) Bagan Susunan Organisasi Perusda Ancka Ussha schegaimana dimaksod ayat (1) tercantum
dalam [ampiran yarg mcrupakan bagian tidak werpisshican dari Peraturan ini.
(3) Susunan Organisasi Sawan Peogawas intemn ( SPI), Bagian-Bagian dan Unit-Unit diletapioan
leb:hhnpd:ngm?::mmnmkmsﬂdahmmdmupumpmmm

Bagian Kedua
Radan Pengawas

fasal 6

{1) Badan Pengswas mcmpunyat tugas :
a. Mengawesi kegiatan Operasional Perusda Ancka Ussha;
h,Mcmbcﬁknupmdnpmdmurmicpad:BupnimhdtpchHndm
pemberhentian Direksi;



. Memberikan pendapat dan saran kepads Bupeti terhadap program kctia yang cligf skan
Dircksi;

d. Memberikan pendapat dan saran kepeda Bupati terhadap laposn Neraca dan Perhatungan
Laba / Rugi:

e M:mherikuill pendapat dan saran atas laporan kincrja Penusde Ancka Lsaha.

() Unuk lelancaran tugas Badan Pengswas, dbentuk Sekretariat Badan Pengswas dergan

lhuﬂmhkmuhnmgnmm&mﬂwddﬂmmdﬁﬂdemmﬂi
fungsi : % i,
a.  Peninian atas pdaksanaan ugas Direksi
b. Peogawasan Kinerja Dircksi
¢ Pengesahan Rencana Kerja dan Perubehan Anggaran
d. Pertimbangan dan Persetujuan dalam hal:
I) Program kerja Direksi
2 Pentanggung jewaban keuangan ‘ Ly
3) Susunan Orgarisasi Satuan Pengawss Inwem (SP1). Bagimn-Bagisn dan Unit-Unit
4) Ketenuan Gaj Pokok Pegmwai B
5) Perjanjan-pcrianj.an kﬂ}mnumhldmmmm&lpibﬂlkhﬂ
m‘mm.ﬂmmdﬂhﬂﬂthMW
6) Memindahitangankan stau menghipotekkan stau menggadaikan bends bergemk dan atau
tak
7 Peoyertaan Modal dalam Perusahaan lain

¢. Pengmwasan dan Pengendalan operasional

Bagian Ketiga
Dirckwr Ltama

Pnsal §

Direktur Uama mempuny ai Digas :
L hhﬂmﬁndmmmgjmwmwummh'ﬁmmmm
schg a‘mana dimaksod dalam Pasal 7dan Pasal 8 Persturmn ing
b. Menjabarkan kebyakan Bupeti dalam kegistan pcm.mhun; !
c. Mmmmammmmm Direksi.
Pasal 9

Uniuk mdaksanakan wgas mbqaimmdinuksudddemlEDi:thtmumﬂnwn}ﬁ
fungsi :

a Penyssunan Rencana Kerja Perusda Ancka Ussha.

b. wimmwmmm

Bagian kKeempal
Dirclaur Lnmam

Pasal 10

Direktur Umum mempuryai tugas membantu Direktur Utama dibidang koordinasi, pen:bu'mn
dan penyclenggaraan keuangan, akuntansi, pengdolasn asset, urusan rumah tsngga dan tata
usaha serta kepegawaian dili ngkungan Perusda Aneka Usshs.



Pasal 1]

Uniuk melsksanakan tugas sebagaimana dmak sud dalam Pasal 10 Direkiur Umum mesipun)y®
fungsi
2. Koondinasi kegistan penyeienggarsan tala ussha, urusan rumah angga dan pengelolanan asset

b. Koordinasi dan penyelengygaraan pengelolasan heuarngan;

¢ Kooedinasi dan penyclenggaraan pengelolasan skuntanst

d. Pemnbinaan kepeguwaian, administrusi assct, keuangsn dan akuntansi;
¢. Perumusan saran unik hahan kebijakan pimpinan dibidangnya:

I Peaksanaan tugas-tugas lam sang diberikan oleh Dircktur Liama

Bagian Kdima
Direktur Prodeksi dan Pemasaran

Pasal 12

Direktur Produksi dan Pemasarsn mempunyal hygas menbenty Dirckir LUtama dibiduny
koordinasi, pcmbinaan, produksi dan penyelenggarsan pemasaran.

Pasal 13

Pemnasaran mempunyai fungsi ©

s Koordinasikegiatan dan penyclenggarsan produksi.

b Koordinasi dan penyelenggarsan pengelolsn pemasarmn.

¢. Perumusan saran untuk bahan kebijakan pimpinan dibvdamgnys.
d. Pelaksanasn tegas - tugas lain yang dberikan Direkiur Utama.

Bagian Kecnam
Saman Pengawas Intcrn{ SP] )

Pasal 14

SPI adalah unsur pdaksana Perusda Aneka Ussha Kabupmten Jepara dividang peugawasan
mmwmmmqummmmm

Pasal 15

SPl mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan [nfern stas kegistan-kegistan d Bagisn-Bagian
dan Unit-Unit Perusda Ancka Usaha

Pusal 16

Untuk melaksunakan tugas sebagaimana dmaksud dalsm pasal 15,5P1 menpunysi fiungsi :

LPmmmmmwmmMWNm
scris  pengmwasan keamanan dan  ketertiban  Bagian-Bagisn dan  Unit-Unit Perusda
Ancks Usaha:

b Pengmwasan dan persberian pendaian terhadap kegistsn operasional Bagisn-Bagian dan Uni-
Unit Perusds Ancka Usaha;

¢. Pengauditan imernal atas administrasi. keuangan dan pengelolsan serta penggunasn assct
Bagian-Bagian dan Unit-Unit Perusda Ancka Ussha;



d. Pdaksansan supervisi aniar uni usahs:

¢ Pelaksanaan supervisi atas  agunan-agunan dan jaminan yang diberikan  Peruads

. Pemberian saran dan pertimbangan tentang lsngksh-langkah atsu tndekan-tindakan yang
periv diambil dibidang tugas masing-masing struktur; +

g Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch Direlsi sesuni gas dan fungsinys.

Hagian Ketujuh
Bagian Umum

Pasul 17

Bagian Umum sdaluh unsur pelaksana Perusda Ancks Usaha dibidang Umum yang dipimpin
oleh seorang Kepala yang herada dibawah dan beringgung jawab kepada Dircktur Umum.

Pasal 18

kelembagaan, administrasi, rumah tangga, pengciolasn 85, tata usaha seria urusan kepegawaian.

Pasal 19

Unwk meclaksanakan wgas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Bagian Umum mempunysi
fungsi : s

Permyusunan rencana kerja, pdaksanaan kegialan dan cvalasi dibidangnya;

Perumussn saran untuk bahan kebijakan pimpinam i bhdugn 7=

Pelaksaziaan kelembagaan, tata usaha. rumah tangga, asset dan kepegawaian;

Pemel harsan keamanan dan kebershan,

me AN Te

Koordinasi kegistan dibidangnya _
Pdaksansan tugas — lgas lain yang dibevikan olch Dircksi sesuan vugas dan fungsinys.
Bagian Kodelapan
Bagian K cuangan
Posal 10

WWMWFMPMMMMW'}W
dipimpin olch scorarg Kepala yang berada dbawah dan bertanggqung jawab kepada Dircidur
Urmum.

Fasal 21

Bagian Keusngan mempunyai tugas mdaksanakan, mengkoordinasian mengendalkan dan
mempenanggung jawsbkan pengelolann keuangan dan akumntansi.

Pasal 22

lhntmhkmnkmtqm:hpimﬁmﬂnddﬂunmm.'ﬂa@mﬁmw
mempunyai fungsi .

a. Penyusunan rencanakerja, pelaksaman egiaian dan evaliasi dibidangnys.

b Pengendalian pdaksanaan anggaran;

¢. Penyusunan perubahan anggaran;

d. Pengdolaan urusan keuangan dan data aluntansi;



T ——

¢. Pelak sanasn urusan perpajakan;

f Penyusunan Laporan dan pentanggung javaben;

§. Penyelenggarman koordinasi dibidang kcuasgan dan skuntansi

h. Penurmusan saran unaik bahan kebyakan pimpanan dibidangayx

i Pelaksanasn tugasdgas lain yang diberikan Dircksi sesusi togas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Bagian Produksi

Pasal 23

Bagian Produksi adalsh unsur pelaksena Perusda Ancka Usaha dibidang Produksi yang dipimpin

olch scorang Kepala yang bermda dibawah dan bertanggumg javab kepada Dircliur Produksi dan
Pemasaran.

Pasal 24

Bagisn Produksi mempunyai tagas merencanakan pmdukspumd:mblhmhkupmduhidm
harenpg d@mgmﬂ:ﬂlmmgkmtdmnitm dengmnphak lerkait dalam rangka peningkatan

Pasal 25

Untuk meclaksanakan rugas sebagnimans dmaksud dalam Pasal 24, Bagian Produksi mempunyai
fungsi :
a Penyusunan remcana herja, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi dibidangnys:
b Pcrencanaan dan pelaksansan produksi dan jass;
¢. Pengawssan dan pengendalian ditwdang produka dan jasa;
d. Pengiadaain bahan produksi dan barang dagangan;
e Pelakemsan managemen internal dibidangoya;
f Pexyusunan lapomn dan pertanggung jawaban.
¢ Poumusan sarm uniuk bahan kebijakan punpinan dibidangnya:
h Pelaksmizan tugas lain yang diberikan Deksi sesual tugas dan fungsinva
Bagian Kcsepuksh
Bagian Pern xsiran
Pasal 26

Bagian Pemyesymn adakh unsur pelaksana Perusda Ancka Usahs dibidang Pemasarsn yang

dipimpin ocich scomng Kepala yang berada dibawsh dan bortanggung jxwab kepada
Prodaksi dan Pemasaran.

§

Pasal 27
Bgum Pemasaran mempunyai Lgas merencanakan, meaksanakan dlnmﬂnpﬂlmpmnosidm
jarmgan pcmtsaran hasil produksi seria mengkoordinasikan dengan pihak terkait dalam rangks
peningkatan kemampu labaan.

Pasal 2R

Untuk melaksanakan wgas sehggaimana dimaksud daiasm Pasal 27, Bagisn Pemasaran
mempunyal fungsi :

& Penyusunan rencanakerja, pdaksanain kegistsn dan evaluasi dibidangnya:

b. Pengawasan dan pengmd.nlln dibidang pemasaran:

¢ Peaksansan promosi dalam mnghka pericasan pemasaran;



d. Pelaksgnaan mansgemen internal dibsdengnya:
¢ Penyusunan leporun dan peranggung jswaban;
f Perumusan saran uniuk bahan kebjakan pimpinan dibidangtya:
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Dircksi sesusi tugas dan fungsinya;
Bagian Keschelas
Unit Perdagangan Umum
Pasal 29

Unit Perdagangan Unum adalah unsur pdaksana Perusda Ancka Ussha dibidang ussha
Perdagangan Urum yang dipimpin olch scorsag Kepala yang bernda dibawah dan bertanggung
jawab kepada Dircktur Ulama

Pasal 30

Unit Perdagangan Umum mempurysi tugas membamu Direksi dalem melaksanakan kewenangan
kegistan dibidang usaha Perdagangan Umum.

Pasal JI

Uniuk mhkunuknnhwschapmmdmhuddalam?mlm Unt Perdagangan Unmum

Pasal 34

Untuk mcaksanakan ugas sehagaimana dimakssd dalam Pasal 33, Unit Perkreditan mempuaysi
fungsi :
Pcmmmmkcm.pdﬂnmhnglmdmculm dibidangnys;



Jd. Pengernbangan pernasaran dan penmnghatan kredi;

¢. Peryelesaian urusan umum. kepegawsian dan keuangan:

[ Pdaporan dan penyeclessian permmalaban kredi;

g Pelaksanaan ugas lain yang diberikan Dircksi scsuai dengan tugas dan fungsinys.

Bagian Ketigabelas
Linit Agribésnis

Pasal 35

Unit Agribisnis sdalth unsur pelaksana Perusda Ancks Usaha dibideng Agrbisnis yang dipimpin
oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawabkepada Direksi.

Pasal 36

Unit Agribisnis mempunyai ugas membanty Direksi dalam melaksanakan kewenangan kegisan
dibidang ussha penianian, perkebunan, petemakan dan perkanan.

Pasal 37

Untuk melaksanaksn wgss sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36. Unit Agrivisnis mempunyai

fungsi :

a. Penyusunan rencanakerja, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi dibidangnya:

b. Polaksaman urusan unum, kepegawaian, penyajian deta dan evaluasi:

c Pengelolaan usaha pertanisn, perkebunan, pelermakan den perikanan;

d. Pengelolaan usaha pasca pancn; b,

¢. Pdaksanan pengkajan pencrapan tchnologi dan iniensifikasi dibidang pertanian, perkebunan,
pclnmundanpcnkmn

h Pengolahan dan pemasaran hasil produkst
'|. Pclaksanaan rchabilitasi, perlindungan dan pemberdayaan lahan:
i Pencecgahan dan penanggulangan hama penyakit;
k. Pengkmjian, penyediaan dan penggunasn bibit ungguk
|l Penyclesasian administrasi keusngan dan pelaporan:
m. Pengawasan, pmmwilthknjadmkmdinnimukqim dibidangma;
n Pelaksanaankcrjzsama dengan pibak ketign;
0. Kpordinasi kegintan dibidangnya:
p. Pclaksanaan tugas lain yang diberikan Dircksi sevusi dengan tugas dan fngsinya

Bagian Koempathelss
Unit Jas

Pasal 33

Unit Jasa adalah unsur pcdaksana Perusda Ancka U'saha dibidang Usaha Jesa yang bemda
dibawsh dan bertanggung jawab kepada Dirckiur Unana.

Pasal 39

Unit Jass mempunyai tugas membantu Dircksi dalam meaksanaksn k ewenan gn usaba dibidang
Jusa



Pasal 40
Untuk melaksanskan tugss schagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Linit jesa mempunyai Tungsi

Peoyusunan rencana kerja, pelaksansan kegistun den cvakiasi dibidangnya:
Pengelolaan kegiatan usaha dibidangnya;

Pelaksanasn administrasi urmwn, keuangan, barang dan fsa;

Pengawssan dan koordinasi semus keginan dibidangnys;

Pclaksanaan rugas lain yang diberikan Direksi sesuai dengan tugas dan fungsinve.

Bagan Kclimabelas
Unit Energ Dan Sumber Daya Mineral { ESDM)

“H AN TE

Pasal 4

Unit Encry dan Sumber Dava Mincral ( ESDM ) adalah unsur pelaksana Perusda Ancka Lisaha

dibidang energi dan sumber daya mincral yang dipimpin oleh seomng Kepala yarg herada
dibewsh dan bertanggung jawab kepads Direkiur Utama

Pasal 42

Uinit Energy dan Sumber Daya Mincral { ESDM ) mempunyad tugas membantu Decks dalam
melaksanakan kewenangan kegialan dibvdang ussha encrgi dan suvber daya mmeval.

Pasal 4

Mincral { ESDM ) mempunyai fun gsi:

a Penyusunan rencana kevja, pelaksanaan kegistan dan evalunsi di bidengnya;

b. Penvelesaian administras wmm, kepegawuisn dan barang:

c. Pengadann barang dan psa;

d. Produksi hacil 1ambang:

¢ Pemasaran dan pendistribusian komodii Energi dan Sumber Days Mineral

. Perawatan assct;

E- Pengclolasn wrusan keuvangam

h. Polaporsn dan pengelolaan data dibidangnya.

L Pclaksanasn tugss lin yang diberikan olch Dircksi sesusi dengan tugas dan fungxinya

BAB TV
TATA KERJA

Pasal 44

{1} Direksi dalsm menjalankan tugasnya bertanggung jawsb kepada Bupati mclalui mdkanisme
sesuni peraturan perundang-undangan vang bertaku.

(2) Kepala Bagian dan Kepals Unit dalam menjalankan (ugasnya bentanggung jawab kepada
Dircksi dengan mokanisme dan persuran yang iclsh ditentukan.



T— =

4

{1

{2}

{1}

{2

th

P
{3)

(N

{(2)

(1

(2)

K}

Pasal 45
Dalam melaksanakan tugasnys Badan Pengawas, Direksi. Kepala Bagin, Kepsla Unit den
Sstusn Pengawas Intern ( SPl ) mencrapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
bak dalm lingkungan kerja masing-masing msupun st lembaga lain sesomi bidang
tugasnya.
Setiap pimpinan dalam  saman  organisasi bertanggung  jawab  memimpin  dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing sena memberikan bimbingan dan petunjok
tchnis bagi pelaksanasn ugss bawahannys.

Pasal 46
Setisp pimpinan daim sausn organisasi wajib mdaksanakan ugss dan fungsinyn seria
menyampaikan lsporan dan beranggung jawabkepads atrsan masing-masing.
Setiap laporan yang ditcrima olch pimpinan ssiuan organisssi dari bawahannya diolah dan
dipergunakan sehags bahan penyusunan laporan kebih lanjut serta bshan pengambilan

.

Prsal 47

Dalm ha Divektur Utama berhalangan tugas-tugasnya dilaksansiun oleh scormrg Urek
dilingkungsn Perusda Ancka Ussha yang diunuk deh Bupst.

Dalam hal Dircktur lhmmhnganmP:Wyldihkmkm-nhh_m
Pejgbat yang ditunjuk olch Bupati ats pertimbangsn Bedm Pengawas sampai dergan
diangkamya Direkiur Urama di finid

Dalarr hal Dircktur Umum dan aisy Dircktur Produksi dan Pemassran berhalangan
pdnkumnnmmyndiuwdchm'nkmrlm

Pasal 48

Dalam hal Kepals Bagian, Kepala Unit berhalangan ugas, maka ugasoyn dilaksanaksn olch
scorang peabat salu tingkst dibawahnya yang ditunjuk oich Dircktuy (ama

mmmmgmumwmwammmm

mmmﬂmmmmmmmmﬁﬁﬁt
Pasal 49

Dulem hal pelaksanamn kerjasama dengan Piak Kctign. Kepala Bagimn den Kepah Unit
wajib mengkonsuliasikan pada Direksi.

Pmmdnmsmddmmcnpnjmjhnkerpsmudmmﬂukwqihhﬁmdch
Direktur Uiama




& '

KETENTUAN PENUTUP
Pasal S0

Dengan dilciapkannya Peraturan i maka ;

. Keutusan Bupati Jepara Nomor: 164 Tahun 2004 Teniang Susunan {rganisasi, Taia Kerja,
Tugas Pokok dan Fungsi Perusda Ancka Usaha Kabupeien Jepara

Keputusan Pupati Jepara Nomor : 172 Tahun 2004 Tentang Penctapan Unit-Unit Usaha
Perusda Ancks Usaha Kabupaten Jepara.
dicabut dan dinymakan tidak berlaky.
Pasal 51
Peraturan ini mulai beriaky pada tangyal divmdangkan
Agar setap orang dapat mengetzhuinya, memcrintahkan pengundangan Permturan ini dengan

=

c pencmpatannys dalam Berita Daevah Kahupaten Jepara.
Dictapkan di  Jepar
peda tanggal
AP
~ HENDRO MARTOJO
Diundangkan di Jepara
pads tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
2 JEPAR

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR 387

PENELITIAN SfaT
JABATAN [ ARAF

| Selostans Daosahs

Agsnren |

| Kepals Bagan /7

B r-_'bni Iﬂ -

BAG1AN HUKL

12
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